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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز zai z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
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غ gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ qaf q Qi 
ؾ kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ mim m Em 
ف nun n En 
ك wau w We 
ق Ha h Ha 
ء hamzah ʼ Apostrof 
ل Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a A 
 َا kasrah i I 
 َا ḍammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ََل  ... | ََا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 








ََلْي ق: qīla 
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 َتْوَيَ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْكَرَؙاﻷ َؿاَفْط   : rauḍah al-aṭfāl 
ةَل  ضافْلاََ ةَنْػيَ دَمَلا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةَمْك َلَا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd(    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاّنبَر: rabbanā 
ََانْيَّنَ : najjainā 
َّقََلَا : al-ḥaqq 
ََمُّعن: nu“ima 
َّك دَع: ‘aduwwun 
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah 





َّى لَع   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
َّبَرَع: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ؿا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َسْمّشَلا: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَلزّلزَلا: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسْلَفَلا: al-falsafah 
ََدلَبلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْك رْمأت : ta’murūna 
 َْعوّػَنلا: al-nau„ 
 َءْيَش: syai’un 
 َتْر  ِ  ـ أ: umirtu 
xv 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 َللهاَ ني
 د dīnullāh  َلله اب billāh 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 َللهاَ ةَحمرَْ  فَِْم هhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 





B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 















Nama : Suci Nurhikma M 
Nim : 10200114176 
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Studi 
Kasus Pengadilan Negri Makassar 
Penelitian ini berfokus pada kasus pembunuhan berencana di Pengadilan 
Negeri  Makassar, dengan pokok masalah adalah Pembunuhan Berencana Dalam 
Hukum Islam Kemudian dijabarkan ke beberapa sub masalah yaitu untuk mengetahui 
tujuan peneliti 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana dalam kasus di Pn Mks? 2) Bagaimana dasa-dasar 
pertimbangan hakim dalam putusan kasus pembunuhan berencana pada Pengadilan 
Negeri Makassar? 3) Bagaimana analisis putusan dalam pidana islam dan pidana 
nasiolan? 
Agar tercapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan jenis 
penelitian lapangan (Field Researc) kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini 
bersumber dari data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa buku, 
jurnal, dan literatur dari berbagai sumber lainnya yang dapat memperkuat 
pelaksanaan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik pengolahan data berupa 
Editing data, Coding, identifikasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan hukum pidana materil 
dalam Putusan Nomor 1841/PID.B/2015/PN.MKSoleh Majelis Hakim yang 
menerapkan Pasal 430 KUHP tentang Barang siapa dengan sengaja dan dengan 
direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena 
pembunuhan direncanakan (moord) , dengan hukuman mati atau penjara sumur hidup 
atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Jaksa penuntut umum 
menggunakan tiga (3) dakwaan, Primair pasal 340 dan Subsidair Pasal 338, Lebih 
Subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP. Diantara usnsur-unsur pasal yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dan pasal-pasal 
tersebut saling berkesesuaian Menurut penulis penerapan hukum materil sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan beberapa alat bukti yang sah, yang 
dalam kasus. Menurut hukum pidana Islam, qisas itu tidak dilakukan bila yang membunuh 
mendapatkan kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat 
(membayar ganti rugi) tetapi di akhirat tetap mendapatkan siksaan yang pedih, karena dalam 
hal ini ketika seseorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berenca berarti dia 
harus dihukum qisas sebagaimana yang terdapat pada peraturan hukum Islam. 
Implikasi peneliti yaitu seharusnya UUD direvisi kembali karena jika terlalu banyak 





A. Latar Belakang Masalah 
Dalam sejarah perkembangan manusia tiap manusia mempunyai sifat, 
watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia 
mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, 
bantu-membantu untuk memperoleh keperlun hidupnya. Akan tetapi dalam 
kehidupan manusia sering terjadi pertikaian, bertentangan sehingga dapat 
menimbulkan konflik yang menganggu keserasian hidup bersama.1 
 Sejarah umat manusia mencatat , bahwa jenis konflik dalam hal ini adalah 
kejahatan yang pertama yang dilakukan manusia di bumi adalah tindak pidana 
pembunuhan. Peristiwa pembunuhan ini diabadikan dalam literatur dan dalil-dalil 
agama terutama agama Islam. Tindak pidana pembunuhan ini dilakukan oleh 
putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dengan demikian Habil adalah manusia 
pertama yang meninggal karena kasus pembunuhan oleh saudara kandungnya 
sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa kasus penghilangan nyawa tampaknya 
sudah terjadi sejak manusia berada dimuka bumi ini, bahkan bisa dibilang seusia 
manusia dimuka bumi. 
Ajaran Islam merupakan ajaran yang universal, tidak terbatas oleh waktu 
dan tempat tertentu. Universalitas ajaran Islam membawa konsekuensi terhadap 
konprehensifitas kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang 
muncul dari waktu ke waktu, sehingga setiap perbuatan dan aktifitas manusia
                                                          
1C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1983), h. 31-32. 
2 
 
baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi telah ada aturannya dalam 
ajaran Islam2 
Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah 
yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. 
Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap 
orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan 
antara yang benar dan yang salah. 
Dalam kasus tindakan pembunuhan berencana, ialah perilaku kejahatan 
yang mengancam  jiwa dan nyawa seseorang. Perilaku itu merupakan tindakan 
kejahatan yang bisa mengguncang keamanan terhadap jiwa dan keamanan 
masyarakat. Ajaran agama melarang keras tindakan kejahatan yang 
menghilangkan nyawa orang lain,  dan  mengancam para pelakunya dengan  
hukuman  yang sangat berat  atas pelanggarnya.  
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:178. 
                                  
                                  
                          
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik. 
                                                          
2Muhammad Shuhufi, Konstruksi Hukum Islam di Indonesia (Pusaka Almaida: 
Makassaar, 2017), h. 1  
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(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih.3 
Allah berfirman dalam QS. Al-baqarah/2: 179. 
                       
Terjemahnya: 
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.4 
Dalam Islam semua perbuatan (tindakan) mengandung balasan, baik 
berupa pahala ataupun sanksi hukuman didunia dan akhirat. Segala tindakan 
dalam teks hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan Jarimah atau perbuatan 
pidana yang diancam oleh Allah Swt dengan had atau ta’zir.5 Secara tekstual telah 
ada kejahatan yang ditetapkan syari’at yang disebut jarimah hudud. Penetapan 
perbuatan pidana dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara 
keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat.6 Salah satu jarimah yang telah 
ditentukan Allah dalam nash-Nya adalah Jarimah qisas (pembalasan) dan diyat 
(ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama 
dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. 
Para ulama telah sepakat bahwa tindakan pembunuhan sengaja adalah 
merupakan delik yang besar, sehingga ada hadits riwayat dari Ibnu Mas’ud yang 
mengatakan bahwa yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah soal darah. 
Dalam hukum pidana Islam, kejahatan yang diberi hukuman qisas adalah  
pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja dan direncanakan. Maka 
kejelasan, kepastian dan keadilan dalam penetapan hukuman jenis pembunuhan 
teramat penting karena jarimah ini berkaitan dengan jiwa dan kehidupan 
seseorang.   
                                                          







Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan 
dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk 
kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai 
peraturan perundangundangan.7Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang 
dimuat dalam buku II adalah pembunuhan berencana. 
Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan 
rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab 
Undang-undang hukum pidana ) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan 
dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu  tertentu, paling lama dua puluh tahun”.  Di Indonesia 
jenis pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam Pasal 338 KUHP  yang 
berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini 
berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam 
Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh 
suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 
diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, 
ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.8 Ketiga Pasal tersebut secara rinci telah menjelaskan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut 
                                                          
4Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h.67. 
5Tim redaksi, KUHP &KUHAP (Cet. I; Yogjakarta:Certe Pose, 2014), h. 87. 
5 
 
Di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan, 
salah satunya adalah pembunuhan berencana. Memiliki suatu kehendak 
kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa memikirkan dampak 
yang akan ditimbulkan oleh keduanya. Dalam hal ini, tindak pidana pembunuhan 
ini dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan.9 
Masalah pembunuhan berencana ini, banyak menimbulkan pendapat dari 
beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana 
dalam KUHP adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang disertai 
dengan terencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 
340 tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pembunuhan 
berencana ini juga cenderung diartikan sebagai suatu tindakan yang menggerikan 
yang si pelaku akan disiksa dalam neraka, dimurkai dan dilaknat oleh Allah 
menurut pandangan hukum Islam. 
Membunuh sesorang merupakan tindakan pidana yang sanksi nya diatur 
dalam Peraturan Undang-undang di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, 
mengatur segala bentuk tindakan warga nya, melalui pelaksanaan lembaga 
kehakiman yang berwenang dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak 
kejahatan terutama tindak pidana pembunuhan berencana. 
Pelaksanaan/proses putusan pengadilan mengacu pada aturan hukum yang 
telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
dengan merujuk pada KUHP dan KUHAP dalam memutuskan perkara pidana 
oleh hakim yang bersangkutan. 
Oleh karenanya penelitian ini mencoba mengkaji dan meneliti putusan 
hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus pembunuhan berencana 
                                                          
6Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana (Cet. II; Jakarta, 2014), h. 14 
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dengan fokus kepada putusan hakim serta pertimbangan dalam memutuskan 
dengan mengacu pada analisa dan persfektif hukum Islam. 
Maka penulis meyakini bahwa judul “Analisis hukum Islam terhadap 
kasus pembunuhan berencana putusan Pengadilan Negeri Makassar” dapat 
dijadikan sebagai suatu bentuk penelitian yang sah dan asli. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bagaimana “Analisi Hukum 
Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar”.berdasarkan pokok masalah tersebut maka dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut:: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana no 
1841/PID.B/2015/PN.Mks 
2. Bagaimana Dasar-dasar Pertimbangan hakim dalam Putusan kasus 
pembunuhan berencana pada Pengadilan Negeri Makassar? 
3. Bagaimana analisis  Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
1841/PID.B/2015/PN.Mks dalam pidana Islam dan pidana nasional ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Di dalam 
penelitian ini pihak Pengadilan Negeri Makassar memliki kewenangan dalam 
memberi putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karenanya 
dalam penelitian ini bermksud mengetahui pandangan serta analisis hukum Islam 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus pembunuhan 
berencana serta efektivitas putusan tersebut. 
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FOKUS DESKRIPSI FOKUS 
Analisis  Analisi merupakan kegiatan 
menguraikan suatu objek permasalahan 
untuk digolongkan lalu dicari kaitanya 
dan ditafsirkan subtansi maknanya 
Pembunuhan berencana  Pembunuhan berencana adalah tindakan 
yang menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain, penghilangnya nyawa itu 
atas keinginan dan kehendak pelaku 
yang direncanakan  
Putusan Putusan adalah hasil penetapan atas 
gugatan yang diajukan oleh seseorang 
atau lebih atau lembaga. Putusan 
bersifat mengikatpada pihak pihak yang 
berperkara. 
2. Deskripsi Fokus 
Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai judul penelitian ini yakni 
“Analisi Hukum Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar”, maka harus diberikan penjelasan mengenai judul 
tersebut agar supaya tidak terjadi keselahan makna dan tafsira terhadap penelitian 
ini. Peneliti mendeskripsikan pengertian dari beberapa variabel utama. 
a. Analisis merupakan  kegiatan seperti menguraikan, menjelaskan, terhadap 
suatu objek permasalah untuk digolongkan  kemudian dicari kaitannya 
serta ditafsirkan subtansi maknanya. 
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b. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 
manusia atas nash al-Qur’an maupun as-Sunnah untuk mengatur 
kehidupan manusia yang berlaku secara universal atau relevan pada setiap 
zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.10 Hukum Islam merupakan 
istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau 
dalam keadaan konteks tertentu dari as-Syariah al-Islamy. Istilah ini dalam 
wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law.11 
c. Pembunuhan Berencana adalah ialah tindakan yang menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain, penghilangan nyawa itu atas keininginan dan 
kehendak oleh pelaku dan direncanakan. 
d. Putusan adalah hasil penetapan atas gugatan yang diajukan oleh seseorang 
atau lebih dan/atau lembaga. Putusan bermaksud bersifat mengikat kepada 
pihak-pihak yang berperkara, selain itu putusan dapat bernilai sebagai 
yurisprodensi (jurisprudence), yang dalam kasus tertentu dapat dijadikan 
oleh hakim sebagai referensi hukum.12 
e. Pengadilan merupakan lembaga kehakiman kekuasaan negara guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.13  
 
D. Kajian Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan kajian pustaka ini berisi hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu sebagai bahan 
                                                          
7Said Agil Husin Al-Munawir, Hukum Islam dan Pluralitas (Jakarta: Penamadani, 2004), 
h. 6. 
811Abdul Hamid Hakim, Visi Politik Al-Mawardi tentang Negara dan Pemerintahan 
(Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h.10. 
12Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2 




pertimbangan bahwa penelitian ini adalah penelitian asli, Agar pembahasan ini 
lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
 Jurnal yang ditulis oleh eddy rifai, eko raharjo“Pertimbangan Hakim 
Dalam menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan Berencana. Pada jurnal tersebut 
mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana serta evektifitas 
putusan hakim dan sanksi pidana pelaku tindakan pembunuhan berencana yang 
dimana terdapat perbedaan dengan judul yang saya angkat yaitu menganalisis  
dalam hukum Islam putusan hakim Pengadilan Negri.  
Dalam buku Leden Marpaung berjudul, “ Tindak Pidana Terhadap Nyawa 
dan Tubuh (Pemberataan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi MA RI”. Buku 
ini menjelaskan secara jelas dan rinci tentang tindak-tindak pidana yang 
didalamnya membahas tindak pembunuhan berencana yang menjadi acuan 
referensi peneliti dalam melakukan penelitian di pengadilan Negeri Makassar. 
Dalam buku Hamzah Hasan berjudul, “Hukum Pidana Islam 1”. Buku ini 
menjelaskan secara jelas tentang Hukum Pidana Islam meliputi Tindak Pidana 
islam, bentuk-bentuk pidana Islam serta masalah hukuman dan pemidanaan yang 
menjadi bahan rujukan serta referensi tentang pidana Islam. 
Sejauh sepengetahuan peneliti  dari beberapa literatur-literatur yang telah 
dikemukakan, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang 
persoalan yang diuraikan dalam skripsi ini. Meskipun ada diantaranya yang 
meneliti tindak pidana pembunuhan berencana dengan lokasi yang berbeda. Maka 
dengan itu peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang Analisis Hukum 




E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta 
memaparkan jawaban dan maksud dari rumusan masalah yang telah diuraikan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana no 
1841/PID.B/2015/PN.Mks 
2. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 
1841/PID.B/2015/PN.Mks Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan 
Negeri Makassar 
3. Mengetahui analisis  Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
1841/PID.B/2015/PN.Mks dalam pidana Islam dan pidana nasional 
F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini menjadi harapan peneliti, bahwa penelitian ini dapat 
memberikan manfaat yang lebih utama kepada: 
1. Lembaga Kampus UIN Alauddin Makassar 
Dapat menambah koleksi karya ilmiah yang  dijadikan sebagai literatur 
bagi mahasiswa ataupun dosen yang ingin melakukan penelitian serupa, pada 
lokasi yang berbeda dan dalam ruang lingkup yang  luas lagi. 
2. Bagi Masyarakat Umum/Pembaca 
Memberikan Informasi baik kepada masyarakat atau pembaca tentang 
putusan hakim mengenai pembunuhan berencana, dasar pertimbangan hakim 
dalam memutuskan serta bagaimana pandangan serta analisis hukun Islam 











A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Islam 
1. Pengertian Tindak Pidana Islam 
Dalam Islam tindak pidana diartikan dalam dua istilah yakni Jinayah dan 
Jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. 
Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang menganggu 
ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Secara bahasa 
kata jinayah adalah bentuk jama’ dari kata jinayah yang berasal dari jana-yajnihi-
jianayatan yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim mashdar (infinitif), dari 
kata jana, yang berarti seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Pengertian 
ini adalah pengertian umum, akan tetapi pengertian khususnya dibatasi untuk 
perbuatan yang dilarang saja.1 Kata jinayah dijamakkan karena ia mencakup 
banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota 
badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syara’ kata jinayah berarti 
menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishas atau 
membayar diyat. 
Mayoritas fuqaha menggunakan kata jinayah hanya untuk perbuatan 
mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, 
pemukulan, dan penguguran kandungan. Ada pula sebagian fukaha yang 
membatasi pemakaian kata jinayah kepada tindak pidana (jarimah hudud dan 
kisas).2                       
                                                          
1Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h.40. 




Menurut Mazhab Hanafi memisahkan pengertian jinayah. Kata jinayah 
hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan 
obyek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun 
menurut aliran Asy-Syafi’i, Maliki, Hambali tidak mengadakan pemisahan antara 
perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta 
benda. Kerena itu pembahasan mengenai anggota badan , jiwa dan harta benda 
ditemukan juga dalam jinaya. Dengan tidak memandang atau memberi penilaian 
terhadap perbedaan pandangan tersebut yang lebih umum bahwa jinayah itu tidak 
hanya kejahatn mengenai anggota badan dan jiwa tetapi juga mencakup semua 
kejahatan.3 
Terlepas dari perbedaan pandangan ulama tentang pemakaian kata-kata 
jinayah dalam istilah fikih ada istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah  
yakni jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan 
hukuman had atau ta’zir. Kata jarimah berasal dari kata: هيمرج- مريج- مرج  artinya 
kesalahan atau dosa. Sedangkan menurut istilah adalah larangan-larangan syara’ 
yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan 
yang dimaksud itu bisa berupa mengerjakan perbuatan yang diperintahkan KUHP. 
Sedangkan kata syara’ dalam pengertian diatas adalah seseuatu perbuatan baru 
dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’. Kata jarimah daalam ensiklopedi 
Hukum Islam sama dengan delik atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang 
syara’ dan pelakunya diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau ta’zir. 
Kata jinayah dalam tradisi syari’at Islam adalah segala tindakan yang 
dilarang oleh hukum syari’at melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap 
perbuatan yang dilarang oleh syari’at dan harus dihindari, karena perbuatan ini 
akan menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan 
                                                          
3Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 3 
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harta benda. Oleh sebab itu jinayah bersifat lebih umum, meliputi seluruh tindak 
pidana (kejahatan dan pelanggaran) yang dilakukan oleh manusia.  
Dari berbagai berbagai pengertian jinayah yang dikemukakan tersebut, 
maka jinayah itu dapat dipahami pada dua kategori pengertian; yaitu, pengertian 
yang sempit dan pengertian yang luas. Pengertian sempitnya itu adalah 
merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, dan dapat 
menimbulkan hukuman had, bukan takzir. Sedangkan pengertian luas merupakan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman 
had atau hukuman takzir. 
Dengan demikian jinayah dan jarimah dapat dibedakan sebagi berikut; 
jinayah (Hukum Pidana Islam) yaitu sekumpulan aturan-aturan atau undang-
undang yang melarang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan untuk melakukannya.4  
Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya berupa mengerjakan 
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata 
syara’ dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru 
dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila dilarang oleh syara’. Atas dasar 
pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan 
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan 
untuk melakukannya. Atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah 
ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan diancam hukuman terhadapnya. 
Dengan demikian istilah jarimah (tindak pidana menurut hukum Islam sama 
dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik dalam 
hukum nasional).5 
                                                          
4Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2 
5Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 54. 
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2. Pembagian Tindak Pidana Islam 
Jarimah (Tindak Pidana) adalah perbuatan yang dilarang yang dapat 
dijatuhi hukuman. Larangan-larangan tersebut adakalanya melakukan perbuatan 
yang dilarang dan adakalanya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. 
Jarimah (tindak pidana) dapat dibagi kepada beberapa bagian; 
1. Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana dalam kelompok ini 
terbagi kepada, tindak pidana hudud, tindak pidana kisas dan diyat serta 
tindak pidana takzir. 
2. Berdasarkan niat pelaku, tindak pidana dalam bagian ini meliputi tindak 
pidana disengaja dengan tindak pidana tidak disengaja. 
3. berdasarkan waktu pelaksanaanya, terbagi kepada tindak pidana yang 
tertangkap basah dengan tindak pidana yang tidak tertangkap basah. 
4. Berdasarkan cara melakukannya, tindak pidana ini dibagi kepada tindak 
pidana positif dan tindak pidana negatif, tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai, tindak pidana terjadi seketika (temporal) dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama (nontemporal). 
5. berdasarkan krakter khusus, tindak pidana ini dibagi kepada tindak pidana 
yang menganggu masyarakat umum, tindak pidana yang menganggu 
individu, tindak pidana biasa dan tindak pidana politik.6 
Ditinjau dari segi niatan dan maksud dari tindakan pelakunya yakni: 
1. Jarimah Sengaja (Tindak Pidana Sengaja) 
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
jarimah sengaja ialah suatu jarimah yang dikerjakan oleh individu/sesorang atau 
                                                          
6Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 6-7 
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kelompok dengan adanya faktor kesengajaan yang dikehendaki sendiri, dan 
mengetahui tindakan yang dilakukan adalah salah dan dilarang dengana adanya 
sanksi atau ancaman.7 
2. Jarimah tidak sengaja (Tindak Pidana Tidak Sengaja) 
Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa yang dimaksud jarimah tidak 
sengaja adalah jarimah yang dimana pelaku dalam melakukan tindakanya tidak 
sengaja (niat/maksud) dan tindakan itu adalah bentuk dan akibat kelalaiannya 
(kesalahan).8 
Jarimah ditinjau dari aspek objek perbuatan dan motifnya ialah: 
1. Jarimah ditinjau dari aspek objek perbuatan 
a) Jarimah Individu/perseorangan  
Adalah bentuk jarimah yang mengandung hukuman (sanksi) terhadap 
pelakunya untuk memepertahankan dan melindungi hak perseorangan (individu). 
Yang termasuk jarimah ini adalah jarimah qishash, diat, dan sebagian dari jarimah 
ta’zir. 
b) Jarimah Masyarakat 
Adalah bentuk jarimah yang mengandung hukuman (sanksi) terhadap pelakunya 
untuk melindungi kepentingan masyarakat. Yang termasuk di dalam jarimah ini 
adalah jarimah hudud dan sebagian jarimah ta’zir. 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam 
Menetapkan ukuran dan standar hukuman kepada suatu perbuatan pidana 
di dalam hukum Islam, perlunya ditekankan unsur-unsur yang terakait sebagai 
berikut: 
                                                          
7Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, h. 22 
8Abdul Qadir Audah,  At Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamy, h. 199. 
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a. Unsur hukum normatif ialah aspek yang dilandasi kepada dalil-dalil agama 
yang menjelaskan serta melegitimasi larangan kepada tindakan tertentu 
dan dikenai sanksi (ancaman) hukuman. Dalam aspek lainnya unsur ini 
menekankan pada kondisi unsur materilnya, ialah perilaku yang 
memperoleh hasil dan nilai sebagai pelanggaran kepada perintah yang 
telah ditetapkan oleh Allah SWT. 
b. Unsur Moral, ialah tercapainya serta pemenuhan atas individu maupun 
sesorang untuk mendapatkan serta menerima ketentuan secara fakta dan 
nyata yang bernilai dan dipertanggungjawabkan. Pemenuhan unsur-unsur 
tersebut dapat dipenuhi ketika tindakan pidana telah terpenuhi. Terdapat 
unsur umum dan khsusus yang berlaku hanya kepada masing-masing 
jarimah dan mengalami perbedaan.9 
Menurut Abdul Qadir Audah unsur umum jarimah ada tiga bagian: 
a. Unsur formal, ialah terdapatnya bentuk pelarangan tindakan, ancaman dan 
hukuman dari dalil-dalil nash. 
b. Unsur material, ialah tindakan yang membawa implikatif ke arah jarimah, 
baik tindakan yang nyata maupun tindakan diam (tidak berbuat). 
c. Unsur Moral, ialah identitas akan seorang mukallaf kepada pelaku yang 
mempertanggungjawabkan tindakan yang diperbuat.10 
Dalam pengelompokkan unsur-unsur tindak pidana Islam ialah sebagai 
berikut: 
a. Unsur formal jarimah 
                                                          
9Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, h. 27-
28 




Ialah tindakan yang mengarah kepada jarimah yang telah ada ketentuan 
nash terhadap bentuk pelarangan tindakan pidana yang memiliki ancaman 
hukuman. Inilah yang dinamakan unsur formal jarimah. 
 
b. Unsur materil jarimah 
Ialah tindakan atau perkataan yang berimplikasi kepada kerugian terhadap 
seorang atau kelompok masyarakat.seperti jarimah pembunuhan yang unsur 
materilnya adalah tindakan penghilangan nyawa seseorang. 
4. Tujuan Pemidanaan dalam Islam 
 Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu tindak pidana (jarimah) 
dalam Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (ar-radu wa zahru) dan 
kedua,   adalah perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wat-tahszib). Dengan tujuan 
tersebut , pelaku jarimah diharapkan tidak menggulangi perbuatan jeleknya.11 
Pemberian pemidanaan atau hukuman ditujukan agar si pelaku menghentikan 
keacuhannya terhadap kewajiban. Dengan adanya sanksi yang dijatuhkan, si 
pelaku tergerak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. 
Di samping itu, jarimah juga bertujuan mengusahakan kebaikan serta 
pengajaran bagi pelaku jarimah, dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan 
dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada 
awalnya si pelaku jarimah merasakannya sebagai pemaksaan terhadap dirinya 
untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya 
timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dia kerjakan atau harus 
dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman. Pada tahap ini, pelaku suatu 
tindak pidana atau jarimah tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana 
                                                          
11Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 255 
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sebagai sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menurut agamnya terlarang. 
Penghentiannya terhadap suatu perbuatan pidana tidak hanya karena katakutan 
terhadap sanksi duniawi, namun kesadaran dirinya bahwa kelak dia akan 
mempertanggug jawabkan perbuatannya dihadapan Yang Maha Kuasa. 
Dalam aplikasinya, pemidanaan dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan sebagai 
berikut; 
1. Untuk memelihara masyarakat. Dalam kaitan ini pentingnya hukuman 
pemidanaan bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyalamatkan 
masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari 
masyarakat , tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka 
kepentingan perseorangan dapat dikorbankan.  
2. Upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila 
seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang 
sesuai dengan perbuatannya. 
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (ta’dib dan tahzib). 
Hukuman pemidanaan bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya 
mendidik agar menjadi orang yang lebih baik dan anggota masyarakat 
yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya 
telah menganggu orang lain. Dari segi ini, pemberian pemidanaan 
adalah sebagai upaya mendidik pelaku jarimah mengetahui akan 
kewajiban dan hak orang lain. Seperti halnya upaya sebelumnya, 
upaya pendidikan dan pengajaran ini juga berlaku bagi orang lain, 
yang mengajarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya. 
4. Pemidanaan sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan 
mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu 
kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang 
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sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan 
kejahatan pula.12 
Dari tujuan-tujuan pemidanaan tersebut, tujuan akhirnya atau tujuan 
pokoknya adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan 
menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak 
orang lain. 
B. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana  dalam  Hukum Islam dan 
Hukum Positif 
1. Pembunuhan Berencana Dalam Pidana Islam 
Terdapat ketentuan dalam ajaran agama Islam sebagai agama yang 
mengatur ketentuan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Ajaran Islam 
mengatur norma-norma yang senantiasa ditaati oleh pemeluknya dalam setiap 
perintah dan larangan dalam Islam. Salah satunya tentang jarimah atau pidana 
dalam Islam. Dasar aturan dalam agama mengenai pembunuhan bersumber dari 
nash (ayat) al-Qur’an. Diantaranya: 
Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 179. 
                         
Terjemahnya 
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”13 
Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 49. 
                                                          
12Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 
h. 64 
13Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h. 27. 
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                        
                          
                     
 
Terjemahnya 
“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 
mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 
fasik”.14 
Allah berfirman QS An-Nisa/ : 65. 
                           
                    
Terjemahanya 
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu 
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya”.15 
Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat di murka Allah dan 
merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan 
fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan 
tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud 
menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya. Baik 
                                                          
14Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h. 155 
15Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h. 159. 
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penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Sedangkan 
pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian 
yang tidak disertai niat penganiayaan.16 
Pembunuhan merupakan perkara yang sangat dilarang dalam ajaran agama 
Islam, bahkan menjadikan pembunuhan adalah dosa besar yang sangat 
mengerikan dan dihukum setimpal dengan perbuatanya yakni jarimah hudud, 
selain itu masih mendapatkan siksaan dan mendapatkan laknant oleh Allah swt. 
Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 93. 
                            
               
Terjemahnya: 
“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja 
Maka  balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar 
baginya”.17 
Perihal pembunuhan, agama menjelaskan dan mengharamkan 
menghilangkan nyawa seseorang tanpa batasan usia apa pun baik orang dewasa 
maupun anak-anak tanpa alasan yang menjadi penyebab pembunuhan tersebut. 
Allah berfirman Q.S al’An’am/6: 151. 
                              
                           
                                                          
16Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, h. 108. 
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  
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                            
                   
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi 
rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya).18 
Menurut para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membagi 
pembunuhan kepada tiga kategori, dan inilah pendapat yang paling masyhur di 
kalangan ulama; 
1. Pembunuhan sengaja (qath al-‘amd) 
2. Pembunuhan semi sengaja (qath syibh al-‘amdi) 
3. Pembunuhan tidak sengaja (qath al-khatha’) 
Pembunuhan berencana masuk pada kategori pembunuhan sengaja karena 
mengandung unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi: 
1. Korban adalah orang yang hidup 
2. Perbuatan pelaku tindak pidana mengakibatkan kematian korban 
3. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.19 
penguatan dasar hukum tindak pidana pembunuhan (Jarimah) terutama 
pembunuhan berencana membawa asumsi dasar tentang penguatan hukum akan 
pelarangan dan ancaman hukum pidana terhadap pelaku tindakan pembunuhan 
berencana dalam aspek hukum Islam 
                                                          
18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 148. 
19Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, h. 113  
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Pembunuhan berencana menjadi penyebab perbuatan dosa yang dilakukan 
di dunia ini, pembunuhan terhadap sesama muslim, penganiayaan serta 
pembunuhan anak-anak, merajalelanya perzinahan hingga pengguguran janin 
kandungan secara sembunyi-sembunya menjadi perbuatan dosa yang merenggut 
nyawa dan kehidupan yang ancamanya telah diatur dalam Islam serta melalui 
peraturan perundang-undangan dan dapat diadili dalam meja pengadilan.20 
2. Pembunuhan Berencana Dalam Pidana Nasional 
Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur 
dalam perundang-undangan di Indonesia tentang penghilangan nyawa atau 
pembunuhan. Hal ini menjadi acuan dalam hukum di Indonesia terutama dalam 
Hukum Pidana Indonesia.  
Pembahasan dalam Hukum pidana di Indonesia tentang pembunuhan  
terutama pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUH Pidana) pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap nyawa 
Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 terutama pada pasal 
340 tentang pembunuhan berencana.21 
Mengamati dan memperhatikan pasal-pasal tersebut, maka pada umunya 
pembunuhan dikelompokan pada dua bagian yakni: 
1. Dilihat dari segi kesengajaan maka tindak pidana terhadap nyawa 
(pembunuhan) terdiri atas: 
a. Dilakukan dengan sengaja 
b. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat 
c. Menganjurkan dan membantu orang menghilangkan nyawa. 
                                                          
20Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh : Pemberantasan dan 
Prevensinya (Cet. III;Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 10 
21Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh : Pemberantasan dan 
Prevensinya, h. 19. 
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2. Berkenaan dengan tindak pidana terhadap penghilangan nyawa 
tersebut dapat dibedakan sebagai berikut: 
a. Tindak kejahatan pembunuhan terhadap manusia yang dilakukan 
dengan sengaja. Yang diatur pada bab XIX; 
b. Tindak kejahatan pembuuhan terhadap manusia yang dilakukan 
karena kelalaian/kealpaan, diatur bab XXI 
Oleh karenanya pembunuhan berencana dimuat pada Pasal 340 Bab XIX 
KUHP yang Berbunyi sebagai berikut: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan 
berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh.”22 
 
Pembunuhan berencana ialah tindakan yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain, penghilangan nyawa itu atas keininginan dan kehendak oleh 
pelaku dan direncanakan . Di dalam KUHP tentang pembunuhan sengaja yang 
memuat juga unsur-unsur pemebunuhan berencana, di bagi dalam beberapa jenis, 
sebagai berikut: 
a. Pembunuhan biasa, 
b. Pembunuhan anak, 
c. Pembunuhan pemberatan 
d. Pembunuhan yang direncanakan, 
e. Pembunuhan atas permintaan korban  
f. Mengugurkan kandungan 
g. Pembunuhan diri sendiri 
Dalam hal demikian pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur yang 
termuat dalam KUHP, antara lain: 
                                                          
22Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh : Pemberantasan dan 




1) Timbulnya keinginan kesengajaan, yakni keingininan yang sengaja diawali 
dengan adanya rencana terlebih dahulu. 
2) Pelaku merasa tidak bersalah dan dalam kondisi tenang memikirkan upaya 
dalam tindakan penghilangan nyawa (pembunuhan) sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. 
3) Terdapat pikiran yang tenang, di saat munculnya keinginan membunuh 
dan pada waktu melakukan pembunuhan.23 
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim/Pengadilan  
1. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan 
Putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dalam 
menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam suatu perkara putusan hakim di satu 
pihak berguna bagi terdakwa dalam hal memperoleh kepastian hukum tentang 
statusnya. Sedangkan di lain pihak, apabila dikaji melalui visi hakim yang 
mengadili perkara, maka putusan hakim dapat dikatakan sebagai “mahkota” dan 
“puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hakiki, penguasaan hukum 
atau fakta secara nyata , mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 
moralitas dari hakim yang bersangkutan.24 
Kompleksitas dimensi dan subtansi putusan hakim tersebut, membuat kita 
sulit memberikan rumusan aktual, memadai dan sempurna terhadap putusan 
hakim. Akan tetapi, guna sekedar memberikan batasan terhadap putusan hakim, 
maka berikut dikemukakan pandangan ahli hukum dan batasan menurut KUHAP. 
                                                          
23Tim redaksi, KUHP &KUHAP, h 145. 
24Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Jakarta: PT 
Grafindo, 2000), h. 209. 
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Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari 
sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun lisan25. 
Adapun menurut KUHAP dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 disebutkan 
bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas/lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.26 
 
2. Tahapan serta Proses Pengambilan Putusan Hakim 
Selain proses penemuan kebenaran materil yang susah, proses hakim 
dalam membuat atau menyusun putusan dalam suatu perkara pidana merupakan 
sesuatu yang rumit, kompleks, banyak menyita pikiran, waktu, dan tenaga. Hakim 
menjadi tokoh akhir dalam proses peradilan, karena dari mereka lahir putusan 
yang menentukan dan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, sehingga layak 
dijatuhi vonis atau tidak. 
Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh hakim dalam 
proses pengambilan putusan meliputi: 
1. Tahap analisis perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana yang 
diatur dalam Undang-undang. 
2. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana, yakni analisis terhadap 
kesalahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. 
                                                          
25Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1995), h. 406. 
26Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981, h.  
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3. Tahap penjatuhan putusan, yakni vonis pengadilan yang dapat berupa 
putusan pemidanaan, putusan bebas dari dakwaan, dan atau putusan 
pelepasan dari segala tuntutan.27 
Keseluruhan rangkaian dan tahapan dalam membuat atau menyusun suatu 
putusan oleh hakim dapat diringkas sebagai berikut: 
a. Hakim mempelajari pasal yang didakwakan JPU dimana pasal-pasal 
tersebut berfungsi sebagai hipotesis; 
b. Hakim lalu melakukan verifikasi alat –alat bukti yang diajukan; 
c. Hakim melakukan subsumsi, yaitu menguji unsur-unsur tindak pidana 
dengan alat-alat bukti yang diajukan untuk menentukan terpenuhi tidaknya 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan; 
d. Hakim menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana (menyusun cerita 
berdasrkan fakta-fakta di persidangan); 
e. Hakim menentukan bersalah tidaknya terdakwa. 
      3. Jenis-jenis Putusan Hakim 
Adapun jenis-jenis putusan hakim meliputi;  
1) Putusan yang bukan putusan akhir, adalah putusan sela karena disamping 
dimungkinkan perkara tersebut secara materil dapat dibuka kembali karena 
adanya perlawanan dari JPU yang dibenarkan oleh pengadilan tinggi. 
2) Putusan akhir, ialah jenis putusan materil dan putusan akhir dapat terjadi 
setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan 
sampai dengan pokok perkara selesai diperikasa. Dengan kata lain, 
putusan akhir dijatuhkan setelah seluruh rangkaian acara persidangan. 
3) Putusan Pemidanaan, diatur dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP: 
Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
                                                          
27Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , h. 211. 
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pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan tindk 
pidana.28 
4) Putusan bebas, ialah putusan yang jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan disidang. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas.29 
 
                                                          
28Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, h. 
280-282. 
 









A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian field research 
lapangan, yakni jenis penelitian atau suatu proses penelitian dan pemahaman yang 
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 
masalah manusia.1  
Masalah pada sebuah penelitian pada umumnya adalah timbulnya 
fenomena mengenai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan fakta 
yang terjadi, hal tersebut berlaku pada penelitian berbasis hukum, baik pada 
penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris.2 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam rangka penyusunan sebuah skripsi dengan menggunakan jenis 
kualitatif lapangan, memerlukan lokasi penelitian dalam rangka melakukan 
sebuah penelitian. Oleh karenanya penelitian ini memilih lokasi pada Lembaga 
Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bone, dengan argumen bahwa pemelihan 
lokasi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk 
mendapatkan data informasi, dan dokumen yang dibutuhkan. 
B. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, historis dan 
syar’i.  
                                                          
1Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Tulis Ilmiah 
(Kencana: Jakarta, 2011), h. 34 
2Ahmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Depok: STIH 
Iblam, 2004), h. 256 
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1. Pendekatan Yuridis Normatif 
Yakni pendekatan yang memandang hukum dala wujudnya sebagai 
peraturan, norma dan kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang 
tidak boleh dilakukan. Pendekatan normatif sifatnya persfektif yaitu bersifat 
menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dalam hal penelitian ini, 
mengacu pada peraturan perundang-undangan terutama KUH Pidana.3 
2. Pendekatan Historis 
Adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif lapangan, Merupakan salah 
satu tipe pendekatan dalam penelitian kualitatif lapangan, yang bertujuan untuk 
merekonstruksi kembali secra sisitematis, akurat, dan objektif baik dalam 
memahami aturan hukum maupun kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi 
dimasa lampau dengnan menggunaka pendekata normatif dan inetrpretatif.4 
Melalui pendekatan historis peneliti membuat rekonstruksi masa lampau dengan 
mengumpulakan, memverifikasi dan menganalisis serta menyintesisikan bukti 
atau fakta yang ada dengan teliti, sehingga memungkinkan gambaran yang tepat 
pada masa lampau, memberikan latar masa sekarang, dan persepektif masa 
datang. 
3. Pendekatan Syar’i 
Ialah pendekatan penelitian dengan menggunakan aspek syariat dalam hal 
ini aspek hukum Islam yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri 
Kabupaten Bone tentang pembunuhan berencana dalam rangka menjadikan 
sebagai sumber referensi dalam modul pembelajaran penyusunan penelitian 
tersebut5 
 
                                                          
3Achmad Ali, Menjelahjahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: PT. Yarsif 
Watampone, 1998), h. 3.  
4Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 
(Kencana : Jakarta, 2016), h. 346. 
5Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali, 




C. Jenis dan Sumber Data  
Oleh karenanya untuk mendapatkan data yang akurat dan diinginkan oelh 
peneliti, maka dibutuhkan sumber data yang valid sebagai berikut: 
1. Data Primer, adalah data yang disusun secara langgsung dari sumbernya 
dan dikerjakan sendiri oleh lembaga yang terkait untuk dikelola dan 
dimanfaatkan. Data primerdapat berbentuk opini subjek baik individu atau 
kelompok, dan hasil dari observasi yang dilakukan kepada benda (fisik), 
fenomena atau kejadian, kegiatan, dan hasil pelaksanaan pengujian 
tertentu. Ada dua metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 
primer yaitu melalui survei dan observasi.6 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan memberikan mengenai data 
primer dari penelusuran dan pencarian referensi yang terkait dengan 
penelitian, yakni:  
a. Peraturan Perundang-undangan 
b. Hasil-hasil penelitian, karya, artikel ilmiah, internet dan lain-lain. 
c. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia7  
D. Metode Pengumpulan Data 
penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan 
ialah instrumen dan pengumpulan data. Keberhasilan dalam pengumpulan data 
banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang 
dijadikan fokus penelitian.8 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
                                                          
6Rosady Ruslan, Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi ( Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010). H. 138 
7Bambang Sunggono,  Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), h. 
185.  
8Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 372.  
33 
 
a. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
terhadap sesuatu atau subyek yang merupakan dasar sumber penelitian. Selain itu 
observasi merupakan kemampuan peneliti untuk menggunakan pengamatanya 
melalui hasil kerja pancaindra serta di bantu panca indera lainnya. Pengamatan 
penelitian harus terfokus pada aspek sosial maupun tingkah laku sosial, dengan 
tetap berfokus dan sejalan dengan tipe, judul, dan maksud serta tujuan penelitian.9 
b. Wawancara  
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan.10 Jadi wawancara ialah proses mendapatkan 
informasi dalam rangka menjelaskan penelitian baik berupa tanya jawab, bertatap 
muka dengan mempunyai alat wawancara serta panduan wawancara (Interview 
Guide).11 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah cara atau teknik dalam mengumpulkan data  berupa 
dokumen-dokumen diantaranya dokumen perturan atau kebijakan, foto atau 
gambar, dan lain-lain.12 Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, 
gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (life 
histories), biografi, karya tulis, dan cerita. Di samping itu ada pula materil budaya 
atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif 
lapangan.13 
                                                          
9Philips Dillah, Suratman, Metode Penelitian Hukum (Cet. V; Bandung: Alvabeta, 2015), 
h. 135. 
10Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu Sosial ( Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2004 ), h.180 
11Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193. 
12Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 




E. Intrumen Penelitian 
Merupakan alat bantu atau alat ukur yang ada di dalam penelitian. 
Adapaun alat intrumen penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah 
peneliti, pedoman wawancara, buku catatan, kamera, dan tape recorder. Pedoman 
wawancara berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam wawancara sebagai 
dasar untuk memperoleh informasi, buku catatan berfungsi untuk mencatat semua 
informasi dari informan, kamera digunakan untuk membantu peneliti dalam 
merekam kejadian dalam bentuk gambar. Begitu pula dengan tape recorder, 
selain dipakai sebagai alat bantu interview, alat ini juga memabantu peneliti 
mengingat apa yang seharusnya didengar pada saat observasi berlanggsung.14 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan Data 
Proses pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder, lalu 
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 
diperoleh suatu pengetahuan. 
Adapaun langkah-langkah dalam mengelolah data adalah sebagai berikut: 
pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang 
langgsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh 
dari bahan kepustakaan berupa data sekunder, setelah semua data yang sudah 
terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengelolaan data selanjutnya 
dilakukakan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta 
menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah 
dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggung jawabkan. 
                                                          
14Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 




Kedua, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari 
pengelolaan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data 
dan editing data. 
2. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan 
dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif yaitu penelitian ini bertujuan 
menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunkan angka-angka untuk 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di Jalan R.A. Kartini Nomor 
18/23, Kelurahan Baru , Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119o 24‟ BT-5o 8‟ 90,7” LS. 
Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:   
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kartini, Sebelah timur berbatasan 
dengan Jalan Sudirman, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ammanagappa, 
Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 
 Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad Van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana 
Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang Jalan 
Sudirman),dan Justitia Laan di selatan (sekarang jalan Ammanagappa) 
(Asmunandar,2008). Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti 
menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK 
penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini namanya berubah lagi 
menjadi Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Makassar. Dahulu 
bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad Van Justitia, merupakan 
pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang 
letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan 
untuk orang-orang pribumi, letaknya di bagian selatan bangunan. 
 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar berupaya memberikan 





meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju 
terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang-undang No. 25 
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Undang-undang No. 14 tahun2008 
tentang keterbukaan informasi publik dan surat keputusan ketua Mahkamah 
Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang 
keterbukaan informasi di Pengadilan serta surat dari Dirjen Badan Peradilan 
Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 
2015 perihal standarisasi situs web pengadilan sesuai dengan Pedoman 
Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan 
Mahkamah Agung. 
 Pengadilan Negeri Makassar berkewajiban melayani publik pencari 
keadilan, senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional 
kepada masyarakat sehingga peradilan yang bersih,profesional, obyektif dan 
berwibawa dapat diwujudkan. 
a. Letak Geografis  
 Secara geografis kota makassar terletak di pesisir pantai barat bagian 
selatan sulawesi selatan, pada koordinat antara 119o 18‟ 27,97” sampai 119o 32‟ 
31,03” bujur timur dan 5o 30‟ 18” – 5o 14‟ 49” lintang selatan. Ketinggian kota ini 
bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20o C – 32o C, 
memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, 
serta terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. 
 Kota makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan 
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari 
wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah 
utara ke wilayah selatan indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota makassar 





yang bervariasi antara 125 meter dari permukaan laut. Kota makassar merupakan 
daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5o ke arah barat,diapit dua muara 
sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai 
Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota makassar 
seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km2 daratan dan termasuk 11 pulau di 
selat makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km2.1 
b. Rencana Strategis 
1) Visi 
Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang Agung 
2) Misi 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus. 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan. 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar 
Kelas 1A Khusus. 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 
Makassar Kelas 1A Khusus. 
3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 
1. Ketua Pengadilan antara lain : 
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 
rutin/pembangunan.  
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baikbagi para hakim maupun 
seluruh karyawan. 






c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan 
atas : 
a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan 
pejabat kepaniteraan,sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya; 
b) Masalah-masalah yang timbul; 
c) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan sekretaris 
dan jurusita di daerah hukumnya; 
d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan 
dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 
d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang kepaniteraan : daftar,catatan,risalah, berita acara sertaberkas 
perkara. 
e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak 
mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa 
membayar biaya perkara). 
f. Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara 
yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. 
g. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan 
seksama. 
2. Wakil Ketua Pengadilan 
a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek danjangka 
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 
b. Mewakili ketua bila berhalangan.  





d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuanyang berlaku serta 
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 
3. Hakim 
Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili 
serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. 
Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan 
berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar 
terciptanya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. 
4. Panitera 
Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara 
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus menyelenggarakan 
fungsi :  
a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 
dalam pemberian dukungan di bidang teknis. 
b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata. 
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana. 
d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus. 
e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan 
transparansi perkara.  
f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalan program teknis dan keuangan 
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 





g) Pelaksanaan mediasi. 
h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan 
i) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri. 
5. Panitera Muda Perdata 
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. 
Dalam melaksanakan tugasnya panitera muda perdata melaksanakan 
fungsi : 
a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 
perdata; 
b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 
c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk di teruskan kepada 
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim 
dan Ketua Pengadilan; 
d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di 
minutasi; 
e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 
yang tidak hadir; 
f) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 
peninjauan kembali kepada para pihak; 
g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang di ohonkan 
banding, kasasi dan peninjauan kembali; 
h) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan 
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 
i) Pelaksanaan pemnerimaan konsinyasi; 





k) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 
1) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum 
tetap kepada Panitera Muda Hukum; 
2) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 
3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
6. Panitera Muda Pidana 
Panitera muda pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
perkara di bidang pidana. 
Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan 
fungsi : 
a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahan kelengkapan berkas perkara pidana; 
b) Pelaksanaan registrasi perkara pidana; 
c) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 
kepada termohon; 
d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dan 
Ketua Pengadilan; 
e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 
f) Pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan 
dari penyidik; 
g) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di 
mutasi; 
h) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 





i) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 
peninjauan kembali kepada para pihak; 
j) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan peninjauan kembali; 
k) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 
l) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 
Umum dan Terdakwa; 
m) Pelaksanaan penerimaan eksekusi; 
n) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 
o) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 
kepada Panitera Muda Hukum; 
p) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan,dan 
q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. 
7. Panitera Muda Khusus Niaga, PHI dan Tipikor 
Panitera muda khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan tindak pidana korupsi serta perkara khusus 
lainnya yang diperlukan. 
Dalam melaksanakan tugas panitera muda pidana menyelenggarakan 
fungsi : 
a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahan kelengkapan berkas perkara khusus; 





c) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 
kepada termohon; 
d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dan 
Ketua Pengadilan; 
e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 
8. Panitera Muda Hukum 
Panitera muda hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip 
perkara serta pelaporan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, 
panitera muda hukum menyelenggarakan fungsi: 
a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 
b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 
d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 
e) Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara; 
f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 
berkaitan dengan transparansi perkara; 
g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat. 
9. Panitera Pengganti 
Membantu hakim dalampersidangan perkara perdata dan pidana serta 







a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua erintah yang diberikan oleh 
Ketua Majelis Hakim. 
b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan. 
c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. 
d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan 
kepada pihak-pihak yang terkait. 
11. Sekretaris 
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus memunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, 
sumber daya manusia,serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri  
Kelas 1A Khusus. 
Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Khusus menyelenggarakan fungsi : 
a) Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 
b) Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c) Pelaksanaan urusan keuangan; 
d) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 
f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 
keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; 
g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di 
lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus. 
12. Kepala Bagian Umum 
Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 





laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, 
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan 
perpustakaanserta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 
pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
267,bagian umum menyelenggararakan fungsi : 
a) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran; 
b) Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c) Pelaksanaan urusan keuangan; 
d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataanorganisasi dan tata laksana; 
e) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 
f) Pelaksanan urusan persuratan dana arsip; 
g) Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga; 
h) Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan; 
i) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan 
j) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 
pelaporan. 
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
Subbagaian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan 
anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 
14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 
Subbagian kepegawaian, organisasi dan tata laksanamempunyai tugas 








15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Subbagian tata usaha dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 
hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan. 
 Sumber data : Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar 
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Pembunuhan 
Berencana (Studi Kasus Putusan 1841/PID.B/2015/Pn.Mks) 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap   : Wahyuddin Bin Baso Dg. Lala 
Tempat Lahir    : Jeneponto 
Umur/Tanggal Lahir   : 18 Tahun/1 September 1997 
Jenis Kelamin    : Laki-laki 
Kebangsaan     : Indonesia 
Tempat Tinggal    : Jln. Urip Sumoharjo, Kota makassar 
Agama     : Islam 
Pekerjaan     : Cleaning Service 
2. Kronologi Kasus 
Bahwa ia pelaku Wahyuddin Bin Basoddin Dg. Lala pada hari minggu 
tanggal 27 september 2015 sekitar jam 23;00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan september tahun 2015, bertempat di Jl. Metro Tanjung 
Bunga dekat jembatan Kec. Tamalate kota makassar, atau setidak-tidaknya paa 
tempat lain dalam daerah hukum pengadilannegeri makassar, telah dengan sengaja 
dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni saksi korban pr, 





 Bermula ketika terdakwa berada di tempat kerjanya di Graha Pena dan 
mendapat informasi kalau saksi korban Karmila (pacar terdakwa) hamil kurang 
lebih 1 (satu) bulandan keluarga saksi korban akan datang ke tempat kost 
terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, 
sehingga terdakwa merasa shock/tertekan dan timbul niat terdakwa untuk 
menghabisi /membunuh saksi korban dan pulang ke tempat kost untuk mengambil 
sebuah badik panjang ± 20 cm bersarung warna coklat yang sebelumnyaterdakwa 
selipkan dipinggang terdakwa bagian belakang, lalu terdakwa mengirim pesan 
melalui SMS kepada saksi korban “dimanaki” dijawab oleh saksi korban “dipanti” 
kemudian terdakwa balas “bisaki ketemu malam ini” dan dijawab oleh saksi 
korban “bisa” lalu terdakwa balas lagi “jangan meki bawa motor, jangan meki 
bawa teman, sendiri meki ketemu di alfa mart” dan dijawab oleh saksi korban 
“iye” kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter MX no. Pol 
DD 399 Gdyang milik sepupu terdakwa yang bernama Munir terdakwa menuju ke 
Jl. Mamoa V samping alfa mart dimana terdakwa janjian dengan saksi korban. 
Setibanya terdakwa di samping alfa mart saksi korban sudah menunggu, lalu 
terdakwa mngajak saksi korban untuk pergi dan membawa saksikorban ke Jl. 
Metro Tanjung bunga tepatnya didekat jembatan terdakwa menghentikan sepeda 
motorlalu terdakwa dan saksi korban turun dari atas motor kemudian duduk diatas 
tanah dan terdakwa berada di belakang saksi korban lalu terdakwa bertanya 
berulang-ulang “kenapa sembarangan kamu bilang” akan tetapi saksi korban tidak 
menjawab, sehingga terdakwa langsung memegang dagu saksi korban dengan 
tangan kiri terdakwa dan memegang kepala saksi korban dengan tangan kanan 
secara bersamaan dan memutar leher saksi korban namun saksi korban melawan 
sehingga tangan kiri terdakwa terlepas dan terdakwa menarik kebawah leher baju 





selipkan dipinggangnya bagian belakang kemudian menusuk dada kiri bagian atas 
payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kar dagu terdakwa sebelah kiri 
sebanyal 1(satu) kali,namun saksi korban masih sempat melawan dengan 
mencdan setelah memastikan kalau korban sudah tidak bernyawa lagi terdakwa 
lalu mengiris pipi kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali , selanjutnya mendorong 
mayat saksi korban kebawah (pinggir jembatan). 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun bentuk dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan akobat hilangnya nyawa korban 
disusun secara subsidair sebagai berikut: 
1) PRIMAIR: 
Bahwa terdakwa Wahyuddin Bin Baso Dg lala pada hari Minggu tanggal 
27 september 2015 sekitar jam 23:00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan September tahun 2015, bertempat di jl Metro Tanjung Bunga dekat 
jembatan kec Tamalate Kota Makassar, atau setidak tidaknya pada tempat tempat 
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja dan 
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni saksi korban pr, 
karmila perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebegai berikut: 
Bermula ketika terdakwa berada ditempat kerjanya di Graha Pena dan 
mendapat informasi kalau saksi korban Karmila (pacar terdakwa) hamil kurang 
lebih 1 (satu) bulan dan keluarga saksi korban akan datang ketempat kost 
terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, 
sehingga terdakwa merasa sock/ tertekan dan timbul niat terdakwa untuk 
menghabisi/membunuh saksi korban dan pulang ketempat kost untuk mengambil 
sebilah badik panjang ± 20 cm bersarung warna coklat yang sebelumnya terdakwa 





dipinggang terdakwa bagian belakang, lalu terdakwa mengirim pesan melalui 
SMS kepada saksi korban”dimanaki” dijawab oleh saksi korban “di panti” 
kemudian terdakwa balas “bisaki ketemu malam ini” dan dijawab oleh saksi 
korban “bisa” lalu terdakwa balas lagi “jangan meki bawa motor, jangan meki 
bawa teman, sendiri meki ketemu di alfa mart” dan dijawab oleh saksi korban 
“iye” kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX no, pol 
DD 399 Gdyang  milik sepupu terdakwa yang bernama Munir terdakwa menuju 
ke jl Mamoa V samping Alfa Mart dimana terdakwa janjian dengan saksi korban. 
Setibanya terdakwa disamping Alfa mart saksi korban sudah menunggu, lalu 
terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dan membawa saksi korban ke jl 
Metro Tanjung Bunga dan sesampainya di jl Metro Tanjung Bunga tepatnya dekat 
jembatan terdakwa menghentikan sepeda motor lalu terdakwa dan saksi korban 
turun dari atas motor kemudian duduk diatas tanah dan terdakwa berada 
dibelakang saksi korban lalu terdakwa bertanya berulang ulang “kenapa 
sembarang kamu bilang” akan tetapi saksi korban tidak menjawab, sehingga 
terdakwa langsung memengang dagu saksi korban dengan tangan kiri terdakwa 
dan memegang kepala saksi korban tangan kanan secara bersamaan dan memutar 
leher saksi korban namun saksi korban melawan sehingga tangan kiri terdakwa 
terlepas dan terdakwa menarik kebawah leher baju saksi korban dan tangan kanan 
terdakwa mengambil badik yang terdakwa selipkan dipinggangnya bagian 
belakang kemudian menusuk dada kiri bagian atas payudara saksi korban 
sebanyak 1 (satu) kali, kar dagu terdakwa sebelah kiri sebanyal 1(satu) kali,namun 
saksi korban masih sempat melawan dengan mencdan setelah memastikan kalau 
korban sudah tidak bernyawa lagi terdakwa lalu mengiris pipi kiri saksi korban 
sebanyak 3 (tiga) kali , selanjutnya mendorong mayat saksi korban kebawah 





Bahwa berdasarkan visum Et Referum Nomor :14/X/2015/Forensik 
tanggal 28 september 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. 
Mauluddin.M. Sp.F diatas sumpah jabatan dengan kesimpulan sebagai berikut: 
- Telah diperiksa satu korban mati berjenis perempuan dan berusia dewasa. 
- Perkiraan waktu kematian kurang dari 12 (dua belas) jam dari waktu 
pemeriksaan. 
- Ditemukan luka iris pada pipi kiri akibat perdentuhan benda tajam. 
- Ditemukan luka iris pada leher akibat persentuhan benda tajam. 
- Ditemukan pembuluh dara besar pada leher kanan dan kiri terotong akibat 
persentuhan tajam. 
- Ditemukan luka pada paru kiri akibat persentuhan tajam. 
- Pendarahan pada rongga dada kiri yang mengakibatkan pendarahan hebat 
Bahwa korban pr. Karmila dinyatakan telah meninggal dunia. Perbuatan 
terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam pidana pada 
pasal 340 KUHP. 
2) SUBSIDAIR: 
Bahwa terdakwa Wahyuddin Bin Baso Dg lala pada hari Minggu tanggal 
27 september 2015 sekitar jam 23:00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan September tahun 2015, bertempat di jl Metro Tanjung Bunga dekat 
jembatan kec. Tamalate Kota Makassar, atau setidak tidaknya pada tempat tempat 
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja dan 
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni saksi korban pr, 
Karmila perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebegai berikut: 
Bermula ketika terdakwa berada ditempat kerjanya di Graha Pena dan 
mendapat informasi kalau saksi korban Karmila (pacar terdakwa) hamil kurang 





terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, 
sehingga terdakwa merasa sock/ tertekan dan timbul niat terdakwa untuk 
menghabisi/membunuh saksi korban dan pulang ketempat kost untuk mengambil 
sebilah badik panjang ± 20 cm bersarung warna coklat yang sebelumnya terdakwa 
simpan dibawah bantal didalam kamar kost terdakwa yang terdakwa selipkan 
dipinggang terdakwa bagian belakang, lalu terdakwa mengirim pesan melalui 
SMS kepada saksi korban”dimanaki” dijawab oleh saksi korban “di panti” 
kemudian terdakwa balas “bisaki ketemu malam ini” dan dijawab oleh saksi 
korban “bisa” lalu terdakwa balas lagi “jangan meki bawa motor, jangan meki 
bawa teman, sendiri meki ketemu di alfa mart” dan dijawab oleh saksi korban 
“iye” kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX no, pol 
DD 399 Gdyang  milik sepupu terdakwa yang bernama Munir terdakwa menuju 
ke jl Mamoa V samping Alfa Mart dimana terdakwa janjian dengan saksi 
korban.Setibanya terdakwa disamping Alfa mart saksi korban sudah menunggu, 
lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dan membawa saksi korban ke jl 
Metro Tanjung Bunga dan sesampainya di jl Metro Tanjung Bunga tepatnya dekat 
jembatan, Lalu terdakwa dan saksi korban duduk diatas tanah lalu berbincang dan 
terdakwa langsung memutar leher korban dan menusuk dada kiri bagian atas 
payudara korban sebanyak (1) satu kali lalu mengiris pipi korban sebanyak (3) 
tiga kali lalu mendorong mayat korban ke pinggir jembatan. 
Berdasarkan visum Et Referum Nomor :14/X/2015/Forensik tanggal 28 
september 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin.M. Sp.F 
diatas sumpah jabatan dengan kesimpulan sebagai berikut: 
- Ditemukan korban (3) tiga luka iris pada pipi, (1) satu luka iris pada leher, (1) 
satu luka tusuk pada dada kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. 





pendarahan hebat. Bawha korban pr. Karmila dinyatakan telah meninggal 
dunia. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diacam pidana pada pasal 340 KUHP. 
3) LEBIH SUBSIDAIR: 
Bahwa terdakwa Wahyuddin Bin Baso Dg lala pada hari Minggu tanggal 
27 september 2015 sekitar jam 23:00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan September tahun 2015, bertempat di jl Metro Tanjung Bunga dekat 
jembatan kec Tamalate Kota Makassar, atau setidak tidaknya pada tempat tempat 
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja dan 
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni saksi korban pr, 
karmila perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebegai berikut: 
Bermula ketika terdakwa berada ditempat kerjanya di Graha Pena dan 
mendapat informasi kalau saksi korban Karmila (pacar terdakwa) hamil kurang 
lebih 1 (satu) bulan dan keluarga saksi korban akan datang ketempat kost 
terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, 
sehingga terdakwa merasa sock/ tertekan dan timbul niat terdakwa untuk 
menghabisi/membunuh saksi korban dan pulang ketempat kost untuk mengambil 
sebilah badik panjang ± 20 cm bersarung warna coklat yang sebelumnya terdakwa 
simpan dibawah bantal didalam kamar kost terdakwa yang terdakwa selipkan 
dipinggang terdakwa bagian belakang, lalu terdakwa mengirim pesan melalui 
SMS kepada saksi korban”dimanaki” dijawab oleh saksi korban “di panti” 
kemudian terdakwa balas “bisaki ketemu malam ini” dan dijawab oleh saksi 
korban “bisa” lalu terdakwa balas lagi “jangan meki bawa motor, jangan meki 
bawa teman, sendiri meki ketemu di alfa mart” dan dijawab oleh saksi korban 
“iye” kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX no, pol 





ke jl Mamoa V samping Alfa Mart dimana terdakwa janjian dengan saksi 
korban.Setibanya terdakwa disamping Alfa mart saksi korban sudah menunggu, 
lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dan membawa saksi korban ke jl 
Metro Tanjung Bunga dan sesampainya di jl Metro Tanjung Bunga tepatnya dekat 
jembatan, Lalu terdakwa dan saksi korban duduk diatas tanah lalu berbincang dan 
terdakwa langsung memutar leher korban dan menusuk dada kiri bagian atas 
payudara korban sebanyak (1) satu kali lalu mengiris pipi korban sebanyak (3) 
tiga kali lalu mendorong mayat korban ke pinggir jembatan.  
Berdasarkan visum Et Referum Nomor :14/X/2015/Forensik tanggal 28 
september 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin.M. Sp.F 
diatas sumpah jabatan dengan kesimpulan sebagai berikut: 
- Ditemukan korban (3) tiga luka iris pada pipi, (1) satu luka iris pada leher, (1) 
satu luka tusuk pada dada kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. 
Luka tusuk pada dada kiri menganai paru kiri sehingga menyebabkan 
pendarahan hebat. 
Bawha korban pr. Karmila dinyatakan telah meninggal dunia. Perbuatan 
terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam pidana pada 
pasal 340 KUHP. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokonya sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa WAYUDDIN BIN BASO DG. LALA terbukti secara 
sah bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” 
sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Subsidair: 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDDIN BIN BASO DG. 
LALA dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi selama 





500.000.000. – (Lima ratus juta) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
- Satu unit sepeda motor MX no pol DD 3999 GD. 
- 1(satu) bilah badik. 
- 1(satu) unit HP merek MITO. 
- 1(satu) pasang baju tidur. 
- 1(satu) buah kalung yang terbuat dari besi putih bertuliskan “KARMILA”. 
- 1(satu) buah cincin besi putih. 
d. Menetapkan agar tedakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 
(limaribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
Menimbang, bahwa menegenai barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana teurai 
dalam amar putusan dibawah ini: 
Memperhatikan musyawah Majelis Hakim: 
Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP dan Pasal-
Pasal lain yang bersangkutan serta ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan 
hukum lain yang berlaku: 
Mengadili: 
1. Menyatakan terdakwa WAYUDDIN BIN BASO DG. LALA terbukti 
secara sah bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN 
BERENCANA” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDDIN BIN BASO DG. 





3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan dari 
pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan: 
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 
a. 1 (satu)  unit sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak 
b. 1 (satu) buah kalung dikembalikan kepada yang berhak 
c. 1 (satu) buah cincin emas putih dikembalikan kepada yang berhak 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
5000. (limaribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar pada hari selasa tanggal 12 April 2016 oleh kami: 
IMAM  SUPRIYADI  SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IG. EKO 
PURWANTO, SH., M.Hum dan WIDIARSO, SH., MH. Masing masing sebagai 
Hakim Anggota,  Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum pada hari selasa tanggal 19 April 2016 oleh Hakim ketua Majelis tersebut, 
dengan dihadiri  oleh hakim- hakim anggota, dibantu ABDUL MUCHLIS 
HASAN SH. Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
dihadiri pula oleh PATRIYANI SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Makassar serta terdakwa berserta penasihat hukum terdakwa. 
6. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa mengajukan 
barang bukti pembunuhan, keterangan saksi, dan alat bukti surat dalam hal visum 
et repertum. 
Kemudian untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 





dalam pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus 
terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan 
secara bersama sama atau pasal 340 KUHP sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
b. Dengan sengaja 
c. Direncanakan terlebih dahulu 
d. Menghilangkan nyawa orang lain 
Oleh sebab itu untuk membuktikanya mari kita kaji unsur-unsur tersebut 
a. Barang siapa 
Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan 
bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya. 
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan 
(1841/PID.B/2015/PN.MKS) 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat 
dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara Nomor 1841/Pid.B/2015/PN. Makassar ini, setelah mendengar 
keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, 
disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan 
berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan 
yaitu sebagai berikut: 
a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 23.00 





kec Tamalate Kota Makasar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang  
menyebabkan mati. 
b. Bahwa pada saat kejadian  saksi sedang berada dirumah dan mendapat 
penyampaian pada hari Selasa tgl 29 September 2015 jam 10 pagi dari 
saksi herlina dan istri saksi kalau adik iparnya yang beralamat di jl. Moa-
moa V panti asuhan raodah telah dianiaya dan  telah meninggal dunia dan 
berada dirumah sakit Bhayangkara Makassar. 
c. Bahwa saksi korban berusia 17 tahun dan bapak ibunya telah  meninggal 
dunia, sehingga Karmila tinggal di panti asuhan Raodah. 
d. Bahwa saksi terakhir ketemu adiknya (korban) pada malam Senin didepan 
kost dekat panti dan saksi sempat bertanya mau kemana dan  dijawab oleh 
korban “biasa” dan  saksi mengira kalau korban mau  jajan diujung lorong. 
e. Bahwa setau saksi terdakwa ditangkap dirumah kostnya dan ditemukan 
barang bukti sebilah badik  
f. Bahwa saksi pernah diperlihatkan sms dari terdakwa yang isinya” iye 
ketemuki pale sekarang di alfa mart biasa kita ketemu, janganki bawa 
motor dan teman dan pada saat itu saksi sudah mau tidur sekitar jam 22.00 
wita. 
g. Bahwa setahu saksi yang  pernah  menyetubuhi korban  adalah terdakwa 
atas pemberitahuan korban. 
h. Bahwa setelah kejadian saksi sedang berada dikamar kost saksi, terdakwa 
datang menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan 
mengatakan “sudah kubunuh karmila” dengan alasan terdakwa jengkel 
karena korban terlalu manja kepada terdakwa. 
Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yaitu;  ZAINAL SAINUDDIN, 





AWAL BIN LOLO,MUNIR. Dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam 
perkara ini, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah  melakukan 
tindak pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umun; 
PRIMAIR; 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 
SUBSIDAIR; 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. 
LEBIH SUBSIDAIR; 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan dengan dakwaan Alternatif 
Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang 
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih 
dahulu dakwaan alternatif kesatu Primer  Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut; 
- Barang siapa. 
- Dengan sengaja 
- Direncanakan terlebih dahulu, 
- Menghilangkan nyawa orang lain; 
1. Unsur Barang Siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia 
sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajibannya serta mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannyadihadapan hukum. 






Menimbang, bahwa persidangan setelah Jaksa Penuntut Umum 
membacakan Surat Dakwaan yang menghadapkan Terdakwa WAHYUDDIN 
BASO DG LALA dimana sewaktu Majelis Hakim menanyakan tentang 
kebenaran identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tersebut. Terdakwa 
menyatakan identitas tersebut adalah benar dan selama proses persidangan 
ternyata terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya 
maka tidak terjadi error in persona atau kesalahan orang yang mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannya muka hukum, oleh karena itu menurut 
Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan 
nyawa orang lain; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Penjelasan 
KUHP (Memorie van Toelichting (Mvt) adalah mengetahui atau menghendaki 
(willen en waten) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan 
sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau melakukan 
suatu perbuatan, dan pelaku juga menyadari akibat yang timbul ataupun terjadi itu 
adalah merupakan tujuan yang diinginkan oleh si pelaku. 
Menimbang, bahwa menurut Arrest Hose Raad 22 Maret 1909, untuk 
dapat diterima suatu “rencana terlebih dahulu”, maka perlu adanya suatu tenggang 
waktu singkat atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan  dan pemikiran 
yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan  arti dan akibat dari 
perbuatannya. 
Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 
mengakibatkan korban Karmila meninggal dunia sesuai dengan keterangan saksi-
saksi dan Visum et Repertum Nomor 14/X/2015/Forensik tanggal 28 September 





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim  tidak 
sependapat dangan Tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana 
yang didakwakan kepada Terdakwa; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur-unsur 
dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memperoleh 
keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam dakwaan Kesatu; 
Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana tersebut 
dlam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seangkan dalam perkara ini 
tidak ditrmukan adanya suatu fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan atau meniadakan pemidanaan 
atas diri terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan kesalahannya tesebut; 
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa 
dari tahanan, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 
dari Pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan  
Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi 
pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti 
disebutkan dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa 






Hal-hal yang Memberatkan 
- perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban 
- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang Meringankan 
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan, dan menyesali 
perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa masih berusia muda.   
1. Amar Putusan 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan ini , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana teruai 
dalam amar putusan dibawah ini; 
Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim; 
Mengingat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal-
Pasal lain yang bersangkutan serta ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan 
hukum lain yang berlaku; 
Mengadili 
1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN BIN BASO DG LALA telah 
terbukti secara sah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN 
BERENCANA”. 
2. Menjatuhakn pidan kepada Terdakwa WAHYUDDIN BIN BASO DG 
LALA dengan pidan penjara selama 15(lima belas) Tahun. 
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan. 





- 1 (satu) unit Hp merek MITO dikembalikan kepada terdakwa. 
- Sebilah badik panjang 20 cm serta sarungnya berwarna coklat. 
- 1 (satu) buah kalung emas putih bertuliskan Karmila dikembalikan kepada 
keluarga korban. 
Membebankan biaya perkara pidana kepada Terdakwa Rp 5.000 (lima ribu 
rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 12 april 2016 oleh kami: 
IMAM SUPRIYADI, S.H,  M.H sebagai Hakim Ketua Majelis IG. EKO 
PURWANTO, SH., M.Hum dan WIDIARSO, SH., MH. Masing masing sebagai 
Hakim Anggota,  Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum pada hari selasa tanggal 19 April 2016 oleh Hakim ketua Majelis tersebut, 
dengan dihadiri  oleh hakim- hakim anggota, dibantu ABDUL MUCHLIS 
HASAN SH. Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
dihadiri pula oleh PATRIYANI SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Makassar serta terdakwa berserta penasihat hukum terdakwa. 
Dari penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pembunuhan berencana menurut hukum positif merupakan pembunuhan yang 
dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 
Sedangkang menurut hukum Islam, pembunuhan berencana merupakan suatu 
tingkah laku yang dibenci oleh Allah swt, karena sudah menghilangkan nyawa 
orang lain. Dasar pertimbangan hakim Pegadilan Negeri Makassar  dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 
berdasarkan kepada surat dakwaan dari Jaksa penuntut umum (JPU) yang 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan proses pemeriksaan. Dari kedua tahap 





terdakwa kepada pihak pengadilan Negeri Makassar. serta dalam hal ini seorang 
hakim memperhatikan faktor umur pelaku tindak pidana tersebut, serta hal-hal 
yang dapat meringankankan dan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, 
sebelum diputuskannya hukuman bagi terdakwa tindak pidana tersebut. 
Sehingga dalam hal ini, pihak Pengadilan Negeri Makassar dapat menarik 
sebuah fakta hukum. 
2. Analisis  Penulis 
Untuk menetukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim 
harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 
KUHP sebagai berikut; 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh 
Hakim adalah untuk dapat dipidana sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana 
yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam 
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan 
bertanggung jawab, seseorangakan dipertanggung jawabkan atas tindakan dan 
perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
D. Tidak Pidana Pembunuhan Berencana DalamPandangan Hukum Pidana 
Nasional dan Pidana Islam 
1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pidana Nasional 
Di dalam KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan berencana terdapat pada 





rencana terlebih dahulu merampasnyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau seama waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun. 
2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana 
Islam 
Membunuh seorang muslim merupakan tindakan yang sangat mengerikan. 
Setelah di hukum hadd, si pelaku masih akan disiksa didalam neraka, dimurkai 
dan dilaknat oleh Allah. Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4:93 
 ُٓؤاَزََجف اٗذ ِّمََعت ُّم اٗىِمۡإُم ُۡلتَۡقي هَمَو ۥًَُل َّذََعأَو ۥًَُىََعلَو ًِ َۡيلَع ُ َّللَّٱ َةِضَغَو َاهِيف اِٗذل ََٰخ ُمََّىهَج ۥُي
 اٗميِظَع ًاتاَزَع٣٩  
Terjemahnya: 
”Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar 
baginya.”2 
Pandangan hukum Islam mengenai tindakpidana yang dilakukan oleh 
seseorang. Misalnya, pembunuhan, merusak tubuh dan merusak harta benda. 
Tingkat-tingkat hukuman ditetapkan secara terperinci bagi pembunuhan. Dengan 
kata lain terdapat tingkatan-tingkatan bagi kelayakan untuk dikenakan hukuman, 
dan di pihak lain ada beberapa macam sanksi hukuman dimana dibedakan antara 
hukuman pembalasan (Qisash, qawat), penyerahan diri (Kaffarah), denda uang 
(Diyat) yang dapatdi bayar baik oleh penjahat itu sendiri maupun oleh pihak 
keluarganya (Aqilah). Dalam hukum Islam di bedakan: 
1. Niat yang disengaja (amd qasd) yang berarti menggunakan alat yang dapat 
mematikan, ini mengakibatkan hukuman pembalasan,tetapi bukan 
kaffarah. Wali al-dam adalah kerabat dekat yang mempunyai hak untuk 
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menuntut pembalasan, boleh menghapuskannya baik dengan memaafkan 
(afwan) ataupun dengan jalan damai (sulh) kepada si penjahat melalui 
tebusan uang, dan si penjahat harus juga melakukan kaffarah. 
2. Setengah disengaja (syibh al-‘amd), yakni perbuatan disengaja tetapi tanpa 
mempergunakan alat yang mematikan. Ini mengakibatkan 
dilaksanakannya kaffarah oleh si pembunuh dan membayar uang tebusan 
yang lebih berat oleh kerabatnya (aqilah). 
3. Pembunuhan yang langsung (katl’) dan kasus-kasus yang dikaitkan dengan 
kesalahan, ini mengakibatkan hukuman yang sama tetapi tebusan yang 
normal. 
4. Pembunuhan yang tidak langsung (qatl bi al-sabab),lawan dari yang 
langsung ini mengakibatkan pembayaran uang denda yang normal oleh 
aqilah tetapi tanpa kaffarah. 
Ketentuan berikut ini berlak bagi pembunuhan jika masalahnya berupa 
menyakiti fisik. Ada beberapa kasus pembunuhan dengan amd dimana tak 
dikenakan pembalasan tetapi si pelaku harus membayar uang denda yang lebih 
berat. Ini berlaku bagi bapak yang membunuh keturunannya sendiri dan bagi tuan 
membunhu budaknya sendiri atau budak keturunannya. Jika terdapat beberapa 
orang pelaku dan satu diantara mereka dikecualikan dari pembalasan karena 
alasan tertentu, maka pelaku-pelaku lainnya pun harus dikecualikan juga, tetapi 
harus membayar uang denda yang lebih berat. 
Denda uang yang lebih berat juga harus dibayar oleh siapa yang 
membunuh orang yang tidak waras (gila) atau membunuh anak-anak dengan 
sengaja (amd) untuk membela diri. Dalam kasus tertentu, membela diri tidak 
diakui karena orang gila dan anak-anak bukan mukallaf, karena itu mereka tidak 





dan pembunuhan yang mereka lakukan tidak lebih dari kesalahan. Dengak 
ketentuan khusus, aqilah mereka juga harus melaksanakan kaffarah untuk 
mereka, dan mereka tidak dikeluarkan untuk mendapat warisan.3 
Mengenai perbedaan antara „amd dan shibg al-‘amd dibahas dengan 
cara-cara penuh pertimbangan yang peneranganya harus dipandang sebagai hal 
yang tak dapat diletakkan, dengan cara membunuh yang dimasukkan ke dalam 
salah satu kategori. Membakar sampai mati merupakan tindakan ‘amd, 
mencambuk sampai mati dipandang tindakan shibh al-‘amd, membunuh dengan 
meneggelamkan dan mencekik adalah hal yang kontrofersia. 
Dalam hal pembunuhan al-khata’, dibedakan apakah itu dilakukan 
dengan keengajaan (fi al-Qasd), misalnya jika seseorang menembak seseorang 
karena dia menyangka orang itu seekor binatang, atau karena kesemberonoan 
bertindak. Misalnya jika seseorang menembak satu sasaran dan secara kebetulan 
mengenai seseorang, atau apakah perbuatan itu dapat dihubungkan dengan 
kesalahan, misalnya jika seseorang membalikkan diri dalam tidurnya kermudian 
menindih orang lain sehingga menyumbat nafasnya. Konsep kecerobohan tak 
dikenal dalam hukum Islam. Sebab tak langsung, hanya menimbulkan tanggung 
jawab jika sebab itu berasal dari tindakan orang-orang tidak berwenang. 
Hukuman mati, qisash atau diyat dijatuhkan kepada mereka yang 
melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, 
kehormatan, dan perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan 
sebagai berikut: 
                                                          







- Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau 
dibenarkan agama, maka sanksi hukuman yang diancam atau patut 
dijatuhkan kepadanya adalah hukuman qisash (hukuman mati).4 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 178 sebagai berikut : 
َاهَُّيٓأ ََٰي  َهيِزَّلٱ  ُمُكَۡيلَع َِةتُك ْاُىىَماَء ُصاَِصقۡلٱ  ِيف  ً َلَۡتقۡلٱ  ُّشُحۡلٱ  ِت ِّشُحۡلٱ  َو ُذۡثَعۡلٱ 
 ِت ِذۡثَعۡلٱ  َو ًَٰ َثُوۡلۡٱ  ِت 
 ًَٰ َثُوۡلۡٱ  ًَُل َِيفُع ۡهََمفۥ  َف ٞءۡيَش ًِ يَِخأ ۡهِم  ُعَاثِّتٱ  ِت ِفوُشۡعَمۡلٱ 
 ِل
ََٰر ٖۗ ه ََٰسِۡحِات ًِ َۡيِلئ ٌءٓاََدأَو َك  ِهََمف 
ٖۗ
ٞحَمۡحَسَو ۡمُكِّت َّس ه ِّم ٞفِيفَۡخت َٰيََذتۡعٱ  ًََُلف َِكل
ََٰر َذَۡعتۥ 
 ٞمِيَلأ ٌباَزَع ٨٧١  
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya 
siksa yang sangat pedih.5 
QS al-Baqarah/2: 179 sebagai berikut : 
 َنُىقََّتت ۡمُكَّلََعل ِة ََٰثَۡلۡلۡٱ ِيلُْوٓأ ََٰي ٞج ََٰىيَح ِصاَِصقۡلٱ ِيف ۡمَُكلَو٨٧٣ 
Terjemahnya: 
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai 
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” 
Dari uraian tersebut, qisash ialah mengambil pembalasan yang sama. 
Qisash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli 
waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. 
Pembayaran diyat diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang 
membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, tanpa 
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5Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Surabaya CV Penerbit Fajar 





menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan 
menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh atau 
membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, maka terhadapnya di dunia 
diambil qisash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Dengan demikian, 
ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di pengadilan negeri 
makassar perspektif hukum pidana Islam didasarkan kepada jenis kasus yang 
dilakukan oleh pihak terdakwa, karena dalam hal ini, ketika seorang terdakwa 
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berarti dia harus dihukum 
qisash sebgaimana yang terdapat dalam peraturan hukum Islam. 
3. Analisis peneliti 
Tentang putusan 1841/PID.B/2015/PN.MKS dalam pidana islam menurut 
peneliti pebunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang 
disengaja sehinggah hal itu masuk dalam kategori. Jarimah qisahsh diyat 
(ganti rugi) jika keluarga korban memaafkan namun tetap membayar diyat 









Berdasarkan penelitian putusan hukum 1841/PID.B/2015/PN.MKS maka 
dapat disimpulkn bahwa: 
1. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan dari penelitian lapangan, bahwa 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu Primair pasal 
340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP , Lebih Subsidair Pasal 351 ayat ayat 
3 (tiga) KUHP. Di antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan terbukti sah dan 
meyakinkan adalah pasal 338 KUHP,  sudah mana antara unsur-unsur sudah 
sesuai. 
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan 
1841/PID.B/2015/PN.MKS. Menurut peneliti pertimbangan majelis hakim 
sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti penjatuhan hukuman 
masa penjara 15 (lima belas) tahun dikarenakan umur terdakwa yang masih 
dibawah umur. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa dapat dipertanggung 
jawabkan serta terdakwa sadar akibat dari perbuatannya dan tidak 
mengurungkan niatnya. Tentang hal yang memberatkan terdakwa yaitu 
perbuatan terdakwa yang menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban . 
3. Menurut peneliti pembunuhan berencana dalam hukum Islam hukumannya 
dibedakan seperti hukum pembalasan kisas atau pembayaran ganti rugi atau 
denda (diyat). Maka dalam hukum islam orang menghilangkan nyawa 






B. Implikasi Penelitian 
1. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia agar 
lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan juga jaksa penuntut 
umum harus lebih teliti dan cermat dan menyusun surat dakwaan, mengingat 
surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang di hadapkan dimuka persidangan. 
2. Hukum di Indonesia harus lebih di tegakkan agar permasalahan kasus-kasus 
hukum pidana di Indonesia diatur lebih baik lagi agar pelanggar atau pelaku 
tindak pidana khususnya pembunuhan berencana harus di beri hukuman 
setimpal yang sesuai dengan sangsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 
3. Hakim tidak berdasar pada tuntutan jaksa penuntut Umum dalam 
menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah juga hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta dalam persidangan sehingga 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak 
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